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ABSTRAK

Penyelesaian sengketa dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama
antara pihak-pihak terkait, sehingga lebih menguntungkan berbagai pihak yang
berkonflik , cara yang lebih efisien dan menekan kerugian materiil atau non materiil
dalam penanganan kasus pertanahan di Indonesia yakni penyelesaian melalui
Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan
dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Rumusan masalah penelitian ini adalah:
Apakah kewenangan Badan Pertanahan Negara dalam menangani dan
menyelesaikan kasus pertanahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999, dan Bagaimana Konsekuensi Hukum terhadap Keputusan dari Kasus
Pertanahan yang diselesaikan dengan mekanismen Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020.

Jenis Penelitian ini adalah yuruidis normatif dimana pendekatan terhadap
permasalahan dengan mengkaji ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang Nomor 21 tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
Kesimpulan dari Penelitian ini adalah Badan Peertanahan Nasional mempunyai
kewenangan dalam menyelesaikan kasus pertanahan sesuai dengan Pasal 6
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peran lembaga penyelesaian sengketa
sebagaimana ketentuan Pasal | angka 10 Undang-undang No. 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai embrio adanya
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21
Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menjadi
sangat relevan untuk dibuat dilingkungan Badan Pertanahan Nasional, guna
menjamin adanya kepastian hukum dari produk yang diterbitkan oleh Badan
Pertanahan Nasional

Saran Penulis dalam ketentuan teknis Pelaksanaan, Standart Operasional
Prosedur pelaksanaan Permen No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan
Penyelesaian Sengketa Pertanahan perlu menyesuaikan ketentuan dalam Pasal 6
UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
oleh karenanya perlu menyempurnakan Juknis lama yakni Juknis No. 05/Juknis
/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi yang masih diberlakukan
dalam penanganan sengketa pertanahan, yang mengabaikan ketentuan dalam pasal
6 UU No. 30 tahun 1999 berkaitan dengan pengaturan hukum mengenai Mediasi.

Kata Kunci: Kewenangan, BPN, Alternatif Penyelesaian Sengketa
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ABSTRACT

Dispute resolution can proceed based on mutual agreement between the
involved parties, making it more benefical for the conflicting parties. It is a more
efficient method and helps reduce material and non material losses in the handling
of land cases in Indonesia. One such approach is resolution through the Nasional
Land Agency (BPN) based on the Ministerial Regulation of the Ministry of
Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 21 of 2020
concerning the Handling and Resolution of Land Cases. The research problems of
this study are: Does the National Land Agency have the authority to handle and
resolve land cases in accordance with law Number 30 of 19997, What the legal
consequences of land didpute resolution settled through the mechanism aoutlined
ini Ministerial Regulation of ATR? BPN Number 21 of 2020?

This Type of research is normative juridicalusing a legal approach to
analyze the provisions in Ministerial Regulation Number 21 of 2020 and Law
Number 30 of 1999.Conclusion, The National Land Agency (BPN) has the authority
fo resolve land cases in accordance with Article 6 of Law Number 30 of 1999 on
Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The role of dispute resolution
institutions, as stipulated in Article 1 point 10 of the same Law, serves as the
foundation for the formulation of Ministerial Regulation of Agrarian Affairs and
Spatial Planning/National Land Agency Number 21 of 2020 concerning the
Handling and Resolution of Land Cases. This regulation is highly relevant to be
implemented within the scope of the National Land Agency in order 1o ensure legal
certainty regarding the decisions or outcomes produced by BPN.

Recommendation In terms of technical implementation, the Standard
Operating Procedures (SOP) for executing Ministerial Regulation No. 21 of 2020
on Land Dispute Handling and Resolution need to be aligned with Article 6 of Law
No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution.
Therefore, it is necessary to revise and improve the outdated technical guideline,
namely Technical Guideline No. 05/Juknis/D.V/2007 on the Mechanism for
Implementing Mediation, which is still currently in use. This guideline does not yet
reflect the provisions of Article 6 of Law No. 30 of 1999 regarding the legal
[framework of mediation.

Keywords: Authority, National Land Agency, Alternative Dispute Resolution
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